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KEMENDAGRI. Status Wajib Pajak. Konfirmasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2016
TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa perlu adanya landasan hukum yang mengatur

pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan

layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah daerah;

. bahwa sesuai Lampiran Romawi I. Pencegahan, angka 57

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015,
perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak
dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah

daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pemberian Layanan  Publik Tertentu di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
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perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya
disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-undangan
perpajakan daerah.

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan
status Wajib Pajak.

6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan
publik tertentu pada Perangkat Daerah.

7. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib
pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2) Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib
pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan
melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh
keterangan status wajib pajak.

(3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri atas:

. izin usaha perdagangan;

a
b. izin usaha hiburan;

o

izin mendirikan bangunan;

o

izin usaha restoran;

e. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
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izin gangguan,;

izin trayek;

I

izin usaha perikanan; dan/atau

e

izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
(4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian
yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat
Jenderal Pajak; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang

membidangi urusan keuangan melalui Direktorat

Jenderal Pajak.

Pasal 3
Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah
Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan

kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB III
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d kepada pemohon
apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai
berikut:
a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan
kepemilikan; dan
c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang
membidangi urusan keuangan melalui Direktorat

Jenderal Pajak.
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(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(3) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah melakukan pembinaan yang bersifat
umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan
evaluasi.

(2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah melakukan pengawasan umum terkait
konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan

publik tertentu oleh pemerintah daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

(1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur
dengan peraturan kepala daerah.

(2) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan
kepala daerah yang mengatur pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban Pajak Daerah sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
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Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



